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ABSTRAK:   - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 21 dan angka 
26, Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi 
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu membentuk dan 
mengangkat Satuan  Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi  di Lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mendukung 
program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk 
mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur; 

 
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  Undang-Undang  Nomor  28  

Tahun  1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaravRepublik Indonesia Nomor 
3851) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2002; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017; Peraturan Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan 
Presiden Nomor 54 tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014; 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaiman telah 
beberapakali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 



 

 

Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 
Tahun 2020. 

 
Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2022 
diatur tentang : 
 
 Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, dengan tugas 
dan wewenang sebagai berikut: 1. Menerima, mereviu dan 
mengadministrasikanlaporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan 
pemberian gratifikasi; 2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan 
penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi; 3. Menyampaikan Hasil pengelolaan gratifikasi; 
4.Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi; 5. Melakukan koordinasi dan 
konsultasi; 6. Melakukan Pemantauan tindak lanjut status gratifikasi; 7. 
Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu; 8. Memberikan 
rekomendasi tindak lanjut; 9. Menjaminkerahasiaan laporan gratifikasi. 

 

CATATAN : -   Keputusan KPU ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan 30 Mei 2022 

-   Lampiran 1 Hlmn. 


